
 

 
 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.693, 2011 KEMENTERIAN SOSIAL. Kampung Siaga 
Bencana. Pembentukan. Kewenangan. 
Pelaporan.  

 

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 128 TAHUN 2011 

TENTANG 
KAMPUNG SIAGA BENCANA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang  :  a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota perlu disusun Norma, 
Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dalam program 
penanggulangan bencana;  

   b. bahwa guna mendukung perubahan paradigma 
penanggulangan bencana yang hanya berorientasi 
pada penanggulangan kedaruratan bencana, perlu juga 
berorientasi pada mitigasi dan kesiapsiagaan 
penanggulangan bencana yang terkonsentrasi pada 
pencegahan dan pengurangan risiko bencana; 

   c. bahwa untuk melaksanakan mitigasi dan 
kesiapsiagaan penanggulangan bencana, diperlukan 
adanya peran masyarakat dalam suatu wadah formal 
berbasis masyarakat, dari, oleh, dan untuk masyarakat 
melalui pembentukan Kampung Siaga Bencana; 
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   d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang 
Kampung Siaga Bencana;             

Mengingat   : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

   2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437); 

   3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

   4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 

   5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang 
Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5235);  

   6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4021) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4165); 
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   7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang 
Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4027); 

   8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

    9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada 
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah Kepada (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor  38 Tahun 2007  tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  4737); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008  tentang 
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4815); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4828); 
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  15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan dan Penanggulangan Bencana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4829); 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang 
Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing 
Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4830); 

  17. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 

  18. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara; 

  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana diubah terakhir dengan  Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 

  20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 
tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial 
Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; 

    21. Keputusan Menteri Sosial Nomor 80/HUK/2010 
tentang Panduan Perencanaan Pembiayaan Pencapaian 
SPM bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah 
Kabupaten/Kota; 

  22. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010, 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial 
Republik Indonesia;  

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG KAMPUNG 

SIAGA BENCANA. 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 
1. Kampung Siaga Bencana yang selanjutnya disebut KSB adalah wadah 

penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang dijadikan 
kawasan/tempat untuk program penanggulangan bencana. 
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2. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam 
dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang 
disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun 
faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa 
manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak 
psikologis. 

3. Penanggulangan Bencana adalah keseluruhan aspek perencanaan 
kebijakan pembangunan yang berisiko bencana yang meliputi 
pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang mencakup 
kegiatan sebelum, pada saat, dan setelah terjadinya bencana yang 
terdiri dari pencegahan bencana, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap 
darurat dan pemulihan kembali kondisi yang lebih baik sebagai akibat 
dampak bencana. 

4. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk 
mengantisipasi bencana melalui  pengorganisasian serta melalui 
langkah yang tepat guna dan berdaya guna. 

5. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, 
baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan 
kemampuan menghadapi ancaman bencana. 

6. Taruna Siaga Bencana yang selanjutnya disebut TAGANA adalah 
relawan berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif 
dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial. 

7. Lumbung Sosial adalah bangunan permanen sebagai tempat 
penyimpanan dan persediaan barang-barang kesiapsiagaan 
penanggulangan bencana yang dilengkapi dengan papan nama 
berukuran minimal 1 x 1 meter yang bertuliskan Lumbung Sosial 
Penanggulangan Bencana disertai dengan Logo Kementerian Sosial dan 
Pemerintah Daerah. 

8. Gardu Sosial adalah bangunan permanen sebagai sekretariat KSB yang 
dilengkapi dengan papan nama berukuran minimal 1 x 1 meter yang 
bertuliskan identitas Gardu Sosial Kampung Siaga Bencana setempat 
dan Logo Kementerian Sosial serta Pemerintah Daerah. 

9. Kearifan lokal adalah cara-cara dan praktik-praktik yang 
dikembangkan oleh sekelompok masyarakat, yang berasal dari 
pemahaman mendalam akan lingkungan setempat, yang terbentuk dan 
tinggal di tempat tersebut secara turun-temurun yang berkaitan 
dengan penanggulangan bencana. 

10. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden 
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

11. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan 
perangkat daerah sebagai urusan penyelenggara pemerintah daerah. 
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